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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut PP Nomir 28 Tahun 2020, barang milik daerah adalah semua 

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah. 

Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam 

penyelenggaraan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan dalam 

pemberian pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Dalam 

pengelolaan barang milik daerah pemerintah pusat telah mengeluarkan 

peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola 

barang milik daerah yang dimana salah satunya yeng terbaru adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah. Pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan 

berdasarkan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas 

efisiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai. 

Pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan dengan baik dapat 

meberikan gambaran kekayaan dari suatu daerah dan dapat meningkatkan 

pendapatan anggaran dasar daerah  dengan pemanfaatan asset daerah yang 

ada yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan laporan 
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keuangan, maka dari itu penataan dan pengelolaan BMD harus lebih tertib, 

akuntabel, dan transparan kedepannya sesuai dengan optimisme best practive 

dan dengan mengedepankan good gevormence. Didalam prinsip good 

govermance dalam menyajikan laporan pemerintahan pusat ataupun daerah 

harus transparan dan akuntabel. Tujuannya agara semua pelaporan yang 

dilaporkan oleh pemerintah pusat atau daerah harus bisa 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, termasuk Barang Milik Daerah. 

Dinas Pendidikan adalah intansi yang bergerak dibidang Pendidikan, 

yang bertugas melaksanakan atau menjalankan urusan pemerintah daerah di 

bidang Pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantun serta 

tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 

peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat 

secara langsung bagaimana pengelolaan barang milik daerah di Dinas 

Pendidikan Provinsi Sumatra Barat. Pada dasarnya pengelolaan barang milik 

daerah yang ada di setiap instansi pemerintah harus sesuai dengan peraturan 

yang ada di setiap intansi pemerintahan harus sesuai dengan peraturan yang 

ada dan harus dilaksanakan dengan tertib, efisien, efektif, dan ekonomis. 

Namun kenyataannya terdapat masalah-masalah yang terjadi di intsansi 

pemerintahan dalam pengelolaan barang milik daerah, contohnya jika suatu 

barang milik daerah, contohnya jika suatu barang milik daerah yang sudah 

rusak kemudian dibiarkan begitu saja, pengadaan barang yang tidak sesuai 
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dengan perencanaa, pembelian barang milik daerah yang tidak sesuai dengan 

standarisasi yang ada dan masalah-masalah lainnya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan diatas, masalah yang dibahas 

dalam tugas akhir ini adalah  : 

Bagaimana manajemen pengelolaan barang milik daerah di Dinas 

Pendidikan Provinsi Sumatera Barat? 

 

1.3 Tujuan Magang 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen 

Pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera 

Barat 

 

1.4 Manfaat Magang 

1.4.1 Bagi Akademisi 

1. Dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan kemajuan 

perusahaan. 

2. Dapat digunakan sebagai dasar studi perbandingan dan 

referensi dalam penelitian yang sejenis. 
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1.4.2 Bagi praktisi 

1 Kesimpu;an dari investigasi ini diperlukan untuk memberikan 

data kepada organisasi dapat menjadi pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan, guna meningkatkan loyalitas dan 

keteguhan konsumen terhadap organisasi 

2 Berguna untuk perkembangan perusahaan. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Data yang digunakan adalah dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah 

di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. 

 

1.6 Tempat dan Waktu Magang 

Penulis melakasanan magang yang sesuai dengan judul tugas akhir yang 

diajukan oleh penulis, maka penulis melaksanakan kegiatan magang pada 

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl, Jendral 

Sudirman No.52, Jati Baru, Kec. Padang Timur Sumatera Barat Telp. (0751) 

31513. Waktu kegiatan magang dilaksanakan selama 40 hari masa kerja yang 

dimulai dari 24 Januari 2022 sampai dengan 23 Maret 2022. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan Laporan Kerja Praktek ini terdiri dari lima bab, dimana 

masing-masing bab terdiri dari : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

magang, manfaat magang, metode penelitian, tempat dan 

waktu magang serta sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menerangkan tentang pengertian Manajemen 

Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

BAB III GAMBARAN UMUM 

Membahas tentang gambaran umum Dinas Pendidikan 

Provinsi Sumatera Barat serta hal-hal lain secara umum. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Disini penulis akan membahas Manajemen Pengelolaan 

Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi 

Sumatera Barat, kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pengelolaan barang milik daerah, serta upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan 
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barang milik daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi 

Sumatera Barat. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Adalah penutup dari seluruh isi laporan yang diberikan 

kesimpulan dan saran-saran terhadap apa yang telah diuraikan 

dalam manajemen pengelolaan barang milik daerah pada 

Dinaas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. 

 

 

 


